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ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the implementation and impact of the Labor
Intensive program in reducing poverty in Semampir Sub-district. This research uses qualitative
research with a descriptive approach to describe something and be able to explain it in detail, so
it is hoped that qualitative research can answer the formulation of the problem. The results of
the research obtained, that the Implementation of the Labor Intensive Program in Semampir
District in 2024 the results are not fully maximized, this can be seen from the four aspects
initiated by George Edward I, namely from the aspect of communication is good, the use of
resources is maximum, the disposition aspect is maximum, but there are still shortcomings in the
aspect of bureaucratic structure. The impact of the labor-intensive program in Semampir Sub-
district is that this program has not succeeded in reducing poverty because the achievement
percentage is still 14.69% of 100% with a dependency ratio condition of 46.83 in 2023.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan dampak
program Padat Karya dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Semampir. Penelitian
ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melakukan
deskripsi sesuatu serta dapat menjelaskannya secara detail, sehingga diharapkan penelitian
kualitatif dapat menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa
Implementasi Program Padat Karya di Kecamatan Semampir tahun 2024 hasilnya belum
sepenuhnya maksimal, hal ini dapat ditinjau dari empat aspek yang digagas oleh George
Edward III yakni dari aspek komunikasi sudah baik, penggunaan sumber daya sudah
maksimal, aspek disposisi sudah maksimal, namun masih terdapat kekurangan dalam aspek
struktur birokrasi. Adapun dampak dari adanya program padat karya di Kecamatan Semampir
adalah program ini belum berhasil menanggulangi kemiskinan karena presentase capaian
masih 14,69% dari 100% dengan kondisi rasio ketergantungan sebesar 46,83 pada tahun
2023.

Kata kunci: Implementasi; Program Padat Karya; Kemiskinan

PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami isu
kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin
Jawa Timur pada Maret 2023 sebesar 4,18 juta jiwa. Penduduk miskin tersebut
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mencapai 10,35% dari total populasi provinsinya (Jatim, 2023). Kemiskinan adalah
masyarakat berkehidupan dengan kondisi kurang mampu untuk memenuhi
kebutuhan pokok hidupnya. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan yang
dimaksud adalah hal pokok seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan
transportasi (Damanik & Sidauruk, 2020). Sedangkan, kemiskinan dapat terjadi
karena dua kondisi yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan karena
kondisi alamiah terjadi dampak dari sumber daya alam yang terbatas, rendahnya
penggunaan teknologi dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan dengan
kondisi masyarakat yang tidak produktif dalam kehidupan sehari-hari sehingga sulit
untuk keluar dari kemiskinan (Sholihin, 2021).

Nabibah & Hanifa (2022) menyebutkan bahwa kemiskinan di Jawa Timur
dipengaruhi peningkatan dari jumlah penduduk, pengangguran, dan pendidikan.
Pemerintah Jawa Timur membuat kesepakatan untuk melaksanakan pembangunan
berkelanjutan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2019-2024 menurut strategi empat arah pembangunan yang terdiri dari
pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment dimana kebijakan tersebut
berfokus salah satunya untuk mengurangi kemiskinan (Fatikhurrizqi & Kurniawan,
2022). Pengurangan angka kemiskinan akan tercapai apabila lapangan pekerjaan
dapat menyerap tenaga kerja yang ada, terutama pada sektor-sektor padat karya dan
menyebar pada setiap golongan pendapatan, termasuk digolongan penduduk miskin
(Ramdani & Ratnawati, 2023).

Kota Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Jawa Timur yang saat ini
dijadikan sebagai pilihan tempat untuk bekerja. Jika dilihat dari pertumbuhan IPM,
Kota Surabaya mengalami kenaikan secara konsisten terhitung sejak tahun 2021-
2023 dengan rata-rata pertumbuhan 0,49% per tahun. Pada tahun 2023 angka IPM
Surabaya mencapai 83,99 dengan angka pertumbuhan penduduk yang stabil dan
kenaikan angka IPM yang konsisten seharusnya Kota Surabaya dapat menangani
permasalahan kemiskinan, namun muncul permasalahan baru yaitu tingginya tingkat
rasio ketergantungan di Kota Surabaya (Pemkot, 2024).

Hartomo dan Aziz (1997) mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab
terjadinya kemiskinan adalah tingginya angka rasio ketergantungan, seseorang yang
memiliki jumlah anggota yang banyak dan memiliki peningkatan pendapatan yang
tidak seimbang akan menyebabkan kemiskinan karena semakin banyak jumlah
anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang
harus dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2010
Tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, rasio ketergantungan
adalah beban tanggungan yang harus ditanggung oleh usia produktif (15-64 tahun)
dengan penduduk tidak produktif (< 15 dan 65 tahun keatas). Semakin tinggi
presentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin beratnya beban yang
ditanggung oleh usia produktif untuk membiayai kebutuhan hidup (Disdukcapil,
2023). Untuk menghitung rasio ketergantungan pada suatu daerah menggunakan
rumus sebagai berikut:
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Po-14
RKmuda - P
15-64
P65+
RKtua = P
15-64

dimana :

RKiota1 = Rasio ketergantungan penduduk usia muda dan tua
RKhuda = Rasio ketergantungan penduduk usia muda

RK,a = Rasio ketergantungan penduduk usia tua

Py—14  =Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)

Pgs + = Jumlah penduduk usia tua (65 tahun keatas)
Pi5s_¢4  =Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)
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Gambar 1. Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
per Kecamatan Tahun 2023
Sumber: Disdukcapil Kota Surabaya

Berdasarkan data tersebut, rata-rata rasio ketergantungan di Kecamatan
Semampir pada tahun 2023 mencapai angka 46,83. Melihat data tersebut dapat
disimpulkan bahwa Kecamatan Semampir menjadi kecamatan dengan tingkat rasio
ketergantungan tertinggi di Kota Surabaya dengan rasio ketergantungan mendekati
angka 50,00. Hal ini menandakan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia
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produktif di Kecamatan Semampir sangatlah tinggi untuk membiayai penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif (Disdukcapil, 2024).

Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi
permasalahan kemiskinan, salah satunya dengan membuat Program Padat Karya
(RPJMD, 2021). Program ini mulai dirancang pada dokumen RPJMD Kota Surabaya
2021- 2026 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2021. Padat karya adalah
program pembangunan yang memfokuskan pada penggunaaan sumber daya manusia
untuk melakukan sebuah pekerjaan terutama bagi masyarakat yang memiliki
penghasilan rendah (RPJMD, 2021). Bentuk program padat karya yang diberikan oleh
Pemerintah Kota Surabaya adalah berupa pemberian pekerjaan seperti pembuatan
paving, cuci mobil, pelatihan dan pemberian modal UMKM, servis ac, perbaikan balai
RW, dan pelatihan menjahit (Walikota, 2020).

Ketentuan target dalam program padat karya adalah warga yang telah
memiliki KTP Kota Surabaya yang berusia 18-60 tahun terutama warga yang belum
memiliki penghasilan tetap dan warga yang kurang mampu. Keluarga miskin yang
memperoleh izin untuk mengikuti program padat karya wajib membuat kelompok
usaha meliputi pendaftaran perizinan, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB),
terdaftar sebagai pengguna Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan bagi keluarga miskin, serta memanfaatkan barang milik daerah
sesuai aturan yang berlaku (Walikota, 2020). Tujuan dari adanya program padat
karya ini adalah memberikan kesempatan kepada warga Surabaya yang tidak
memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja, sehingga diharapkan dengan
adanya padat karya, kemungkinan warga untuk menganggur akan berkurang. Modal
pelaksanaan program padat karya berasal dari dana desa yang diberikan oleh
pemerintah, sebagaimana diatur di Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2023 Pasal
18, dana yang dialokasikan untuk program padat karya berasal dari APBD daerah
Kota Surabaya (Walikota, 2020).

Lafina, A. R, Sholichah, N., Wardhono, H., & Widyawati pada tahun 2023
dengan judul “Implementasi Program Padat Karya Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kelurahan Manyar
Sabrangan Kota Surabaya”. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan
adalah memiliki fokus penelitian yang sama yakni terkait implementasi program
padat karya. Namun, terdapat perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis
yaitu perspektif penelitian penulis hanya dari implementasi program, sedangkan
penelitian tersebut menggunakan perspektif Collaborative governance.

Novanto, H. E., & Wibawani, S pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi
Program Padat Karya Tunai Desa”. Persamaan dengan penelitian yang penulis
lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan
perbedaanya adalah penelitian ini memiliki fokus pada implementasi program padat
karya dalam menanggulangi kemiskinan, sedangkan penelitian tersebut tentang
implementasi program padat karya tunai desa.
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Saat ini pemerintah sudah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan
kemiskinan melalui Program Padat Karya. Namun, data yang diperoleh dari
Disdukcapil Kota Surabaya Tahun 2023 menunjukan bahwa Kecamatan Semampir
menjadi kecamatan dengan tingkat rasio ketergantungan tertinggi di Kota Surabaya.
Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi
Program Padat Karya dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Semampir
Kota Surabaya”? dengan tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi dan
dampak program padat karya dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif untuk melakukan deskripsi sesuatu serta dapat menjelaskannya secara
detail, sehingga diharapkan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah.
Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jl. Iskandar Muda
No. 16 Kota Surabaya. Dengan fokus penelitian yaitu implementasi program padat
karya dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
Berdasarkan teori model implementasi kebijakan menurut George Edward III
menyebutkan empat syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan
data sekunder diperoleh melalui artikel jurnal, dokumen RPJMD, dan data rasio
ketergantungan Kecamatan Semampir. Informan penelitian ini adalah Kepala Seksi
Kesejahteraan Kecamatan Semampir dan 1 masyarakat pelaksana program padat
karya. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif (interactif model
of analysis) yang dikembangkan oleh Miles and Huberman (1984) dalam Miles et al.,
(2014) yang meliputi data collection, data condensation, data display, conclusions,
drawing and verifying. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah standar kreadibilitas yang meliputi triangulasi data dan peningkatan
pengamatan, transferability, dependability dan confirmability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Padat Karya dalam Menanggulangi Kemiskinan di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya

1. Komunikasi

Komunikasi menurut Edward (1980) merupakan salah satu indikator yang
berperan dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan
publik. Komunikasi yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang
harus dikerjakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait komunikasi,
bahwa bidang Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Semampir memperoleh
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informasi terkait pelaksanaan program padat karya dari Pemerintah Kota Surabaya
berdasarkan petunjuk teknis organisasi perangkat daerah yang ditunjuk sebagai
pengampu Padat Karya. Kejelasan informasi dari Petunjuk teknis atau juknis
peraturan tentang Program Padat Karya dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya
Nomor 83 Tahun 2023 bertujuan untuk memudahkan pihak Kecamatan Semampir
dalam menyelenggarakan padat karya kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan
hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Vera selaku Kepala Seksi Kesejahteraan
Masyarakat bahwa:

Terkadang saya menemui data masyarakat yang tidak sesuai dengan
realita, saya memberikan pengertian bahwa implementasi program
padat karya hanya untuk masyarakat yang memiliki pendapatan
dibawah Rp. 4.000.000 saja. Ada juga masyarakat yang sudah menjadi
sasaran program tetapi menolak mbak, mereka punya pekerjaan lain,

lebih memilih mengurus anak dan pengembangkan usaha sendiri.

Gambar 2. Program Padat Karya Pelatihan Mesin Jahit
Sumber: Kecamatan Semampir

Saat sosialisasi berlangsung terdapat kelompok masyarakat yang menolak
Program Padat Karya karena lebih memilih untuk bekerja dengan pekerjaan lain.
Sikap penerima program tersebut berbanding terbalik dengan antusiasme
masyarakat yang setuju untuk terlibat program padat karya tersebut. Seperti,
keterangan yang diberikan oleh Ibu Ratima selaku penerima bantuan modal usaha
mesin jahit dari program Padat Karya bahwasannya:

Saya berterima kasih pada Pak Wali dan Pak Camat, sudah dikasih
bantuan mesin jahit. Semoga program padat karya bisa menjadi
lapangan pekerjaan bagi saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Sekali lagi terima kasih atas bantuan mesin jahitnya.

Melalui hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program padat
karya yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadikan masyarakat
yang membutuhkan telah terbantu berkat adanya pemberian modal dan pelatihan
pekerjaan. Masyarakat dapat dengan mudah memilih minat pekerjaan yang akan
dijalankan, dimana nantinya pemerintah akan memberikan penjelasan, pelatihan,
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hingga evaluasi kepada masyarakat pelaksana program padat karya. Ouput yang
dihasilkan dari adanya program ini, masyarakat yang awalnya memiliki penghasilan
dibawah 4 juta akan bertambah sesuai dengan penghasilan rata-rata yang telah
ditetapkan.

2. Sumber Daya

Edward (1980) menjelaskan bahwa sumber daya merupakan unsur penting
dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Idealnya
kondisi sumber daya manusia dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti sumber
daya manusia, tersedianya anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, dan
sumber daya kewenangan. Adapun sumber daya manusia yang digunakan dalam
pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Semampir adalah 2 pegawai dari
kecamatan semampir dan 1 pegawai dari masing-masing kelurahan yang ada di
Kecamatan Semampir dengan total keselurahan 10 kelurahan yang dipilih melalui
pemberian surat juknis dari walikota dan camat semampir. Sumber daya manusia
dari sisi penerima manfaat program padat karya berasal dari kualifikasi yang telah
ditentukan melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang
Program Padat Karya di Kota Surabaya yaitu: (1) termasuk dalam kategori
masyarakat miskin, (2) KTP Surabaya, dan (3) penghasilan dibawah 4 juta rupiah.

Sumber daya yang kedua adalah anggaran, dimana dalam hal ini
menggunakan dana APBD Kota Surabaya. Sumber daya yang ketiga yakni sarana
prasana, yang dalam hal ini Kecamatan Semampir bersama dengan OPD se
Pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas pelatihan kepada masyarakat
penerima program, seperti pelatihan menjahit, pembuatan paving, servis ac, dan
laundry. Lalu, pihak kecamatan juga memberikan insentif berupa modal usaha
kepada masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM sendiri. Ibu Vera selaku
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat memberikan jawaban terkait pelatihan yaitu:

Kami telah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan untuk pelatihan menjahit, Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pelatihan pembuatan
paving, Badan Zakat Nasional untuk penyediaan modal usaha berupa
gerobak, dan masih banyak lagi opd lain yang kami ajak untuk bekerja
sama.

Sumber daya keempat adalah kewenangan, dalam hal ini Kepala Seksi
Kesejahteraan Masyarakat bersama dengan staf yang bertugas telah melaksanakan
tugas sesaui dengan fungsiya masing-masing. Mereka melakukan survei untuk
memilah kelompok masyarakat yang berhak mengikuti program padat karya dan
rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya untuk meminimalisir
apabila terjadi ketidaktepatan sasaran penerima program padat karya. Jika terdapat
masyarakat yang menolak program padat karya, pelaksana kebijakan tidak dapat
memaksakan kehendak masyarakat tersebut, tetapi pelaksana kebijakan akan
memperbarui data tersebut dengan cara menghapus target sasaran program padat
karya.
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3. Disposisi

Kepala Seksi Kesejahteraan  Masyarakat Kecamatan  Semampir
menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini disesuaikan dengan Peraturan
Walikota Nomor 83 Tahun 2023 tentang Padat Karya yang mengamanatkan kepada
seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyukseskan Program Padat Karya. Hal
ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Vera selaku Kepala
Seksi Kesejahteraan Masyarakat, beliau menyampaikan bahwa:

Dalam program padat karya diampu oleh beberapa OPD. Jadi yang
mengawal istilahnya untuk siapa penanggung jawabnya? nah itu OPD
OPD terlibat di dalamnya. Jadi misalnya semacam Disnaker sebagai
penanggung jawab padat karya khususnya padat karya
pemberdayaan service AC. Jadi kemarin itu kita setiap bulan, mereka
(Disnaker) melakukan fungsi monitoring dan evaluasi sudah sejauh
mana program padat karya berjalan khususnya service AC di
Kecamatan Semampir, dan OPD terkait lainnya.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pegawai khusus
yang diangkat hanya untuk menangani program padat karya melainkan hanya
kolaborasi dan koordinasi antara Kantor Kecamatan Semampir dengan berbagai OPD
lainnya yang bekerjasama.

Pada aspek insentif, pihak kantor kecamatan tidak memberikan insentif
kepada sasaran program padat karya. Pihak kantor kecamatan dalam hal ini Kantor
Kecamatan Semampir bekerjasama dengan OPD untuk memberikan fasilitas dan juga
modal dalam program pemberdayaan pada padat karya. Beberapa contohnya seperti
penyediaan alat usaha berupa alat mesin cuci, satu set peralatan barista cafe, dan lain
lain.

Hal ini yang dikemukakan oleh Ibu Vera selaku Kepala Seksi Kesejahteraan
Masyarakat yang mengemukakan bahwasannya:

Jadi perintahnya pak Wali jangan sampai warga kita yang miskin
(baik ekstrim maupun non ekstrim) tidak kita lakukan intervensi.
Intervensinya dalam bentuk apa? dalam bentuk padat karya tadi.
Padat karya itu bisa kita titipkan di OPD terkait. Seperti di Dinas PUPR
yang menyediakan RPK rumah paving. Jadi warga Kecamatan
Semampir itu ada yang kuli batu. Dia itu memiliki kemampuan dalam
membuat paving. Nah kita titipkan teman teman kuli batu ke
Wonokusumo (lokasi rumah paving) yang telah disiapkan oleh OPD
pengampu dalam hal ini Dinas PUPR.

4., Struktur Birokrasi

Edward (1980) menyampaikan bahwa efisiensi dan efektivitas birokrasi akan
mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Edward (1980) mengemukakan bahwa
struktur birokrasi harus kuat yang ditopang melalui pelaksana kebijakan yang sudah
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memahami alur kerja dan memiliki tujuan yang sama. Struktur birokrasi terdapat
pembagian wewenang dan hubungan antar unit. Winarno dalam Mius et al., (2019)
mengemukakan bahwa Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi
adalah dua komponen penting yang ada dalam struktur birokrasi. SOP adalah
tuntutan alur pekerjaan yang mengharuskan terlibatnya sumber daya, waktu dan
penyelesaian pekerjaan.

Hal ini yang dikemukakan oleh Ibu Vera selaku Kepala Seksi Kesejahteraan
Masyarakat yang mengemukakan bahwasannya:

Kami sebagai pegawai sudah melakukan tugas sesuai dengan aturan
yang ditujukan dengan pelaksanaan tagging di aplikasi
https://padatkarya.surabaya.go.id/login. Adapun langkah- langkah
dalam pelaksanaan tagging adalah outret ke rumah warga yang
berkategori miskin, memberikan penawaran untuk mengikuti
program padat karya, memberikan fasilitas berupa modal alat, dan
pelatihan untuk pelaksanaan padat karya, dan terakhir kami selalu
melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah penerima
program sudah melakukan kegiatan padat karya yang dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan
Semampir telah melaksanakan tugasnya dengan baik, akan tetapi belum ada SOP
khusus untuk pengimplementasian program padat karya. SOP sendiri merupakan
sebuah pedoman yang dapat digunakan organisasi untuk dapat
mengimplementasikan sebuah program. Organisasi yang tidak memiliki SOP dapat
mengakibatkan proses pengimplementasian program padat karya tidak berjalan
efektif dan efisien.

Menurut Edward (1980) fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab yang
dilakukan ke beberapa badan pemerintah sehingga memerlukan adanya koordinasi,
namun koordinasi yang terlalu banyak menimbulkan kekurangan dalam mencapai
keberhasilan program. Pengimplementasian Program Padat Karya di Kecamatan
Semampir telah berhasil melakukan koordinasi hal ini dibuktikan dengan adanya
mitra seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan
Baznas. Maka dapat disimpulkan bahwa fragmentasi yang dilakukan oleh Kecamatan
Semampir dengan melibatkan beberapa organisasi pemerintah atau swasta berjalan
baik sehingga Program Padat Karya berjalan efektif.

Dampak Program Padat Karya Dalam Menanggulangi Kemiskinan di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Berdasarkan data dari padat karya terdapat tiga kategori keluarga yang
dijadikan sebagai kategori keluarga miskin untuk melaksanakan program padat
karya yaitu: warga miskin, warga miskin ekstrim, dan warga miskin non ekstrim
(Pemkot, 2021). Ketiga kategori diatas yang menjadi acuan Kepala Seksi
Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan semampir untuk melakukan pengecekan dan
penyaringan warga miskin di Kecamatan Semampir. Namun dalam realitanya, tidak
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semua kriteria terpenuhi untuk melakukan program padat karya, seperti masyarakat
yang menolak karena telah memiliki usaha tersendiri, lebih memilih untuk mengasuh

Parlat Karya 1. Update Info: Pengisian Kategorl Pekerjaan dilakuk

PERSENTASE CAPAIAN

WARGA MISKIN FKSTRINM WARGA MISKIN NON FKSTRIM

anak, dan masyarakat yang lanjut usia.

Gambar 3. Persentase Capaian Masyarakat Padat Karya Kecamatan Semampir
Tahun 2024
Sumber: padatkarya.surabaya.go.id

Adapun dampak implementasi program padat karya dalam menanggulangi
kemiskinan di Kecamatan Semampir yakni ditinjau dari sisi antusias bahwa
masyarakat belum maksimal untuk mengikuti program padat karya karena terdapat
beberapa masyarakat yang menolak untuk mengikuti program tersebut. Jika dilihat
dari sisi pendapatan masih hanya terdapat 392 kk dari 2.668 kk yang memiliki
penghasilan >= 4 juta rupiah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa program
padat karya di Kecamatan Semampir belum berhasil menanggulangi kemiskinan
karena presentase capaian masih 14,69% dari 100% dengan kondisi rasio
ketergantungan sebesar 46,83 pada tahun 2023.

Akan tetapi, apabila dilihat dari sisi pemenuhan fasilitas, Kecamatan
Semampir sudah sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan program padat
karya. Hal ini dibuktikan adanya, 1) pelatihan kerja yang berkolaborasi dengan OPD
lain, 2) pemberian modal uang, alat dan bahan, serta 3) monitoring dan evaluasi
setiap bulannya. Setelah penulis menganalisa fakta di lapangan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa rendahnya capaian program padat karya bukan merupakan
dampak jangka panjang dari kegiatan Program Padat Karya, namun merupakan data
masyarakat padat karya yang baru terupdate pada tahun 2024.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Program Padat Karya di Kecamatan Semampir tahun 2024
hasilnya belum sepenuhnya maksimal, hal ini dapat ditinjau dari empat aspek yang
digagas oleh George Edward III yakni dari aspek komunikasi sudah baik karena
pelaksana kebijakan sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin
mengikuti program padat karya. Penggunaan sumber daya sudah maksimal karena
pegawai Kecamatan Semampir terutama di bidang kesejahteraan masyarakat sudah
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memahami tugas dan kewenangan dalam menjalankan program padat karya, serta
memberikan fasilitas berupa pelatihan dan modal untuk penerima manfaat program
padatkarya. Aspek disposisi sudah maksimal yang dapat dilhat dari adanya Peraturan
Walikota No 8 Tahun 2021 yang menegaskan Dinas Tenaga Kerja mengintervensi
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan program padat karya di Kota
Surabaya. Namun masih terdapat kekurangan dalam aspek struktur birokrasi karena
belum adanya SOP khusus yang mengatur pelaksanaan program padat karya di
Kecamatan Semampir.

Adapun dampak dari adanya program padat karya di Kecamatan Semampir
adalah program padat karya di Kecamatan Semampir belum berhasil menanggulangi
kemiskinan karena presentase capaian masih 14,69% dari 100% dengan kondisi
rasio ketergantungan sebesar 46,83 pada tahun 2023. Rendahnya capaian program
padat karya bukan merupakan dampak jangka panjang dari kegiatan Program Padat
Karya, namun merupakan data masyarakat padat karya yang baru terupdate pada
tahun 2024. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan masukan bahwa
program padat karya dapat terus dimaksimalkan setiap tahunnya untuk dapat
menanggulangi kemiskinan sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Surabaya, serta
perlunya pembentukan SOP guna pelaksanaan program padat karya agar program
lebih tepat sasaran.
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